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Skripsi ini berjudul :“ Tradisi Manjapuik Marapulai dalam pesta Perkawinan 
pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan 
Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ditinjau 
menurut Hukum Islam.” 
Tradisi manjapuik marapulai adalah sebuah tradisi di Minangkabau yang 
berarti menjemput mempelai pria, pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah 
atau sehari sebelum pelaksanaan walimah. Tradisi ini dilakukan setelah akad 
nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi 
menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki pulang 
kerumahnya dan pengantin perempuan pun pulang kerumahnya. Kedua mempelai 
ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi Manjapuik 
Marapulai yaitu sehari sebelum dilaksanakannya kenduri/walimah. 
Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana tradisi 
Manjapuik Marapulai di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten 
Tanah Datar ?. Bagaimana Falsafah tradisi Manjapuik Marapulai di Joorng Koto 
Hiling Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar?. Bagaimana tinjauan 
hukum Islam tentang tradisi Manjapuik Marapulai di Jorong Koto Hiling 
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jorong 
Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini 
menggunakan metode observasi, wawancara dan ditambah dengan dokumen-
dokumen dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan 
metode kualitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 9 orang yang terdiri dari 4 
ninik mamak 3 orang alim ulama dan 2 orang pengantin pria, dengan demikian 
penulis menggunakan Teknik total sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi Manjapuik 
Marapulai adalah sebuah tradisi yang wajib hukumnya di Minangkabau, yang 
mana apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka kedua pengantin belum 
diperbolehkan tinggal serumah, apabila kedua pengantin tetap ingin serumah 
maka pengantin laki-laki akan dianggap sebagai tamu tak diundang di kediaman 
keluarga perempuan. Dari segi tujuannya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 
‘Urf al- Shahih karena sesuai dengan falsafah adat minangkabau adat basandi 
syara’, syara’ basandi kitabullah, tradisi ini pun merupakan penghargaan kepada 
laki-laki sebagai qawam (pemimpin) dimana laki-laki ditinggikan sedikit 
derajatnya karena akan menjadi pemimpin di kemudian hari, akan tetapi dari segi 
sanksinya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘Urf al-Fasid karena dalam 
Islam tidak ada larangan untuk tinggal serumah meskipun belum dijemput karena 
sudah sah menjadi suami istri. Hal ini bertujuan sebagai penghargaan kepada laki-
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1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai
jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan
kehidupannya.1
Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan Allah SWT. untk
berkasih  sayang dan mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara
seorang laki-laki dan perempuan.2
Firman Allah SWT. :
              
          
Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukanmereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha
luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui3”(QS. An-Nur
:32)
1Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hal. 6
2Nurhayati Zein, Fiqh Munakahat, ( Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015)
Cet.I, Hal. 4
3Kemenag RI, Mushaf al-Qur’an (Jakarta CV Madinatu al-Ulum 2012), hal. 354
1
2Sebelum melakukan pernikahan Islam mensyariatkan terlebih
dahulu  melakukan peminangan. Meminang adalah merupakan kebiasaan
orang Arab yang diteruskan oleh islam. Meminang termasuk usaha
pendahuluan di dalam pernikahan. Allah menggariskan agar masing-
masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal
sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti
benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.4
Apabila akad  nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat
dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian,
akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam
keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya
masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati,
sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan
demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan
agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.5
Setelah kedua mempelai resmi menjadi suami-istri, lazimnya dari
pihak keluarga masing-masing akan melaksanakan walimah sebagai
bentuk syukur karena telah resmi menjadi pasangan yang halal. Pada
resepsi pernikahan dilangsungkan, wanita (istri) akan berada di sisi
suaminya.6
4Azni, Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hal 101
5 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, ( Jakarta : Kencana, 2010), Cet.4. Hal. 155
6 Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Kado Perkawinan, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Cet.
30, Hal. 4
3Di dalam melaksanakan resepsi pernikahan tidaklah harus dengan
bermewah-mewahan, akan tetapi cukup dengan menghidangkan makanan
semampunya, sekalipun tidak terdapat makanan berupa daging atau roti.7
Di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar sebelum dilangsungkannya penikahan ada beberapa rangkaian
kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga dari laki-
laki dan perempuan, seperti Maminang, Batimbang Tando, Manjapuik
Marapulai dan lain sebagainya. Sudah menjadi adat atau kebiasaan dari
masyarakat setempat khususnya atau masyarakat Minangkabau pada
umumnya. Hal ini sesuai dengan maksud dari adat istiadat yang
merupakan kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai,
akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh
yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung kepada
masyarakat (atau bagian, masyarakat) yang mendukung adat istiadat
tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Hal
ini semua tercakup di dalam Hukum Adat yang berisikan perintah,
larangan dan kebolehan.8
Proses pernikahan seperti dijelaskan di atas sudah lama terjadi pada
masyarakat Minangkabau, dan topik dari permasalahan ini adalah tradisi
Manjapuik Marapulai.
Menurut Defri Jeni Manjapuik Marapulai adalah menjemput laki-
laki atau menjemput suami dari perempuan untuk mendatangkan suami ke
7 Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Ibid. Hal, 236
8 Mhd Kastulani, Hukum adat (suatu pengantar), (Pekanbaru : Suska Press, 2013), Hal.3
4rumah istri, waktunya adalah selesai menikah sesuai dengan kesepakatan
dari kedua keluarga kapan akan dilaksanakan kenduri atau walimah.9
Menurut Dt. Malano Garang Manjapuik Marapulai adalah
datangnya keluarga dari perempuan ke rumah laki-laki (Marapulai) untuk
menjemput laki-laki (suami)  dan keluarga laki-laki mengantarkan
Marapulai (suami) kerumah Anak Daro (Istri)10
Manjapuik marapulai adalah proses menjemput pengantin pria
yang akan tinggal bersama istri di rumah keluarga istri. Manjapuik
marapulai merupakan salah satu proses dan acara yang terdapat dalam
upacara pernikahan di Minangkabau. Manjapuik marapulai berasal dari
bahasa Minang itu sendiri yang artinya adalah menjemput pengantin pria.11
Jadi Manjapuik Marapulai adalah tradisi menjemput pengantin pria
oleh keluarga pengantin istri sehari sebelum dilaksanakannya pesta
pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak keluarga.
.Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin
laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka
setelah akad nikah itu pengantin laki-laki pulang kerumahnya dan
pengantin perempuan pun pulang kerumahnya. Kedua mempelai ini baru
boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi Manjapuik
Marapulai yaitu sehari sebelum dilaksanakannya kenduri/walimah.
Pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak dan keluarga dari
9 Defri Jeni (Pengantin), Wawancara, 23 November 2018
10 Dt. Malano Garang (Ninik Mamak), Wawancara, 19 November 2018
11 Katik Sampono Katik (Alim Ulama), Wawancara, 21 November 2018
5pengantin perempuan dengan membawa sirih sebagai pelengkap adat
penjemputan.
Namun berdasarkan adat yang berlaku di adat Minangkabau bahwa
jika dalam adat pernikahan tidak diadakan proses Manjapuik Marapulai
maka pasangan suami yang telah menikah tersebut belum diperbolehkan
untuk tinggal serumah karena belum lengkapnya proses pernikahannya.12
Tradisi ini masih sangat kental dan dianggap sebagai tradisi yang
harus dilestarikan dalam adat Minangkabau, bahkan pada suatu kasus ada
yang sudah 2 bulan selesai menikah namun mereka tak kunjung tinggal
serumah, hal ini bisa jadi disebabkan karena belum cukupnya dana untuk
walimah atau hal lain sesuai kesepakatan dua keluarga, ini menunjukkan
betapa pentingnya tradisi ini dalam adat Minangkabau.13 Jika kedua
mempelai bersikeras untuk tetap tinggal serumah maka mempelai laki-laki
ini akan dianggap sebagai tamu tak diundang dirumah pengantin
perempuan, yang mana hal ini tidak diperkenankan dalam Islam karena
menghalangi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, menjadi
bahan gunjingan dan tidak ada bertegur sapa, tidak dianggap sebagai
anggota masyarakat oleh warga sekitar yang mana hal ini jauh dari
keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.
Bagi sebagian orang tradisi ini agak sedikit memberatkan karena
harus patuh terhadap adat yang berlaku, namun meskipun begitu mereka
12 Dt. Malano Garang (Ninik Mamak), Ibid.
13 Katik Putih, (Alim Ulama), Wawancara (Via Telefon), 22 November 2018
6tetap harus mematuhi tradisi ini karena hukum adat tidak bisa berubah dan
sudah merupakan adat turun temurun dari nenek moyang terdahulu.14
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk
menulis judul skripsi dengan mengangkat judul: "Tradisi Manjapuik
Marapulai dalam Pesta Perkawinan pada Masyarakat Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari
Hukum Islam".
B. Batasan Masalah
Tradisi adat minangkabau itu cakupannya luas, supaya penelitian
ini lebih fokus pada judul penelitian, maka dibuatlah batasan masalah
yaitu: "Tradisi Manjapuik Marapulai dalam Pesta Perkawinan pada
Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten
Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Islam".
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana tradisi Manjapuik Marapulai di Jorong Koto Hiling
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana Falsafah tradisi Manjapuik Marapulai di Joorng Koto
Hiling Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar
14 Defri Jeni (Pengantin), Op.Cit
73. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi Manjapuik Marapulai
di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian ialah:
a. Untuk mengetahui tradisi Manjapuik Marapulai di Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
b. Untuk mengetahui falsafah tradisi Manjapuik Marapulai di Jorong
Koto Hiling Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar
c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi Manjapuik
Marapulai di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar
2. Kegunaan penelitian ialah:
a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tradisi Manjapuik
Marapulai di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar, baik bagi kalangan intelektual maupun
orang awam
b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang tinjauan
hukum Islam tentang tradisi Manjapuik Marapulai di Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
8E. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan
dengan cara mengamati karya ilmiyah orang lain ;
1. Skripsi ditulis oleh Nurfiyas, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul Tradisi dalam Nikah Gantung
sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Masyarakat Sungai
Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut Hukum Islam.
Skripsi ini menyimpulkan bahwa pasangan suami istri tersebut belum
dibolehkan tinggal serumah sebelum dilaksanakan resepsi pernikahan
yang bertujuan untuk menghindari perzinahan.15
2. Skripsi ditulis oleh Zulfahri, jurusan Hukum Keluarga Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul Tradisi
Pemisahan Suami Istri setelah Akad Nikah sebelum Serah Terima
secara Adat ditinjau menurut Hukum Keluarga Islam (Studi kasus di
desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar). Skripsi
ini mengatakan bahwa pasangan suami istri tersebut belum
diperbolehkan tinggal serumah, tidak ada hak dan kewajiban diantara
keduanya sebelum ninik mamak kedua belah pihak bersangkutan
melakukan serah terima adat, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah
mengantar keponakannya kepada ninik mamak pihak perempuan, yang
diiringi dengan serangkaian acara adat dan dihadiri oleh semua pihak
15 Nurfiyas, Tradisi dalam Nikah Gantung sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di
Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut Hukum Islam
,(Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015), h. 30.
9keluarga masing-masing antara keduanya, pemuka adat, pucuk syara’,
dan pemuda kampung.
Dalam tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha
mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi ini.
Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang tinjauan
Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Manjapuik Marapulai dalam
pesta perkawinan pada masyarakat Jorong Koto Hiling Kaecamatan
Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar belum bernah diteliti orang lain
karena itulah dilakukan penelitian ini.
F. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
yang dilaksanakan di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar
2. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang
terlibat dalam penelitian ini.16 Sebagai subjek dalam penelitian ini
ialah orang yang terlibat dalam tradisi Manjapuik Marapulai di
Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar, terdiri dari ninik mamak, Pasangan yang akan menikah, dan
pemuka agama.
16 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006), Cet ke-7, h. 32
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b. Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian
ini.17 Sebagai objek dalam penelitian ini ialah tradisi Manjapuik
Marapulai di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.18 Populasi dalam penelitian ini adalah ninik
mamak, tokoh agama, dan pasangan yang menikah di tahun 2018
di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar.
Populasi dalam penelitian tradisi Manjapuik Marapulai di
Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar berjumlah 9 orang, terdiri dari 4 orang ninik mamak, 3 orang
tokoh agama, 2 orang pengantin pria.
b. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang
memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber
17Ibid,  h., 23
18 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), h., 215
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data untuk penelitian.19 Dari jumlah populasi penulis mengambil
sampel dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu metode
pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal
juga dengan istilah sampling jenuh yaitu teknik penarikan sampel
apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Populasi yang ada sebanyak 9 orang dijadikan sebagai sampel agar
lebih akurat dan relavan dengan rancangan penelitian.
4. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.20
Sumber Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam
menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh
peneliti.21
Sumber dari data primer adalah orang yang melaksanakan
dan orang yang terlibat dalam tradisi Manjapuik Marapulai di
Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar, terdiri dari ninik mamak dan pemuka agama.
19Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2011), h., 23
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2015), h., 128
21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet ke-4, h.,
106
12
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi
dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah
penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan,
skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. 22
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan
mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu
tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang
dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau
diagnosis.23 Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan
langsung ke Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar untuk mendapatkan gambaran secara nyata
tentang permasalahan yang diteliti.
b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara
pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber
data. 24 Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab  langsung oleh
penulis kepada ninik mamak, tokoh agama, pengantin dan orang
22Ibid, h., 107
23 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Fokus Gruops, (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), Cet ke-1, h., 131
24 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), Cet ke-6, h., 183
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tua calon pengantin yang terlibat dalam tradisi Manjapuik
Marapulai tersebut.
Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara
mendalam yaitu diskusi terarah diantara peneliti dan informan
menyangkut masalah yang diteliti. Di dalam diskusi tersebut
penelit harus dapat mengendalikan diri sehingga tidak menyimpang
jauh dari pokok masalah, serta tidak memberikan penilaian
mengenai benar atau salahnya pendapat atau opini informan.25
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan
data-data yang ada dalam masalah penelitian.26
6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara
deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis
kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis
sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas
kesimpulan akhirnya.27
25 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), Cet ke-1,
hal. 165
26Ibid,h., 141
27 Moh Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif, (Yogyakarta: UIN- Maliki
Press, 2010), Cet ke-2, h., 352
14
7. Teknik Penulisan
Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul,
maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:
a. Metode Deduktif adalah suatu uaraian penulisan yang diawali
dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa
dan diambil kesimpulan secara khusus.28
b. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan
kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil
kesimpulannya yang bersifat umum.29
c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang
menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan
menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.30
G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan
gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis
menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
28 Burhan Bungin, Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu




BAB II Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Bab ini meliputi
tentang sekilas sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi
sosial budaya dan adat istiadat, kondisi ekonomi dan mata pencaharian,
kondisi pendidikan dan kondisi keagamaan.
BAB III Tinjauan Umum. Bab ini membahas tentang pengertian
dan dasar hukum Walimah, waktu dan pelaksanaan Walimah, hukum
menghadiri Walimah, tujuan dan hikmah Walimah. Serta tinjauan umum
tentang Urf
BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas tentang
a. Pelaksanaan tradisi Manjapuik Marapulai dalam pesta perkawinan dan
b. Falsafah tradisi Manjapuik Marapulai dalam pesta perkawinan
c. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi Manjapuik Marapulai di Jorong
Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari
pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil
penelitian dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar




TINJAUAN UMUM TENTANG JORONG KOTO HILING
A. Sejarah Jorong Koto Hiling
Sebelum Koto Hiling menjadi sebuah Koto ia termasuk ke dalam
Jorong Sungai Tarab sekarang, karena ulayat nagari yang berlokasi di gunung
Merapi tidak terurus lagi, maka Tuanku Panitahan memerintahkan empat
keluarga untuk mengurusi ulayat nagari tersebut dengan membentuk taratak.
Lama kelamaan penduduk makin bertambah anak kemenakan makin
berkembang ditingkatkanlah taratak ini menjadi Koto, untuk memenuhi syarat
sebagai Koto dicari kesepakatan oleh Penghulu Sungai Tarab Salapan Batur
untuk mengangkat dan mendirikan Penghulu, sebelum pengangkatan
Penghulu ditetapkan nama tempat itu dengan Koto Hilang, karena banyak
penduduk yang pindah kesana berarti di Sungai Tarab Salapan Batur
kehilangan satu buah Koto.31
Pada tahun 1894 diangkatlah Penghulu sebanyak 4 orang untuk
memimpin Koto Hilang. Dengan pangkat Sepanjang Adat  Penghulu Buah
Paruik. Kedudukannya dalam adat sebagai Pucuk Suku.
Pada Tahun 1896M keluar peraturan pemerintah yang dikenal dengan
IGOB, tentang pemecahan dan penggabungan nagari yang berdekatan. Untuk
31 Setio, Madjo. Rambu-rambu Kehidupan bagi Anak dan Kamanakan Minangkabau, (Sungai
Tarab : Salapan Batur, 2012), hal. 305
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merealisasikan peraturan pemerintah tersebut  maka pada tahun 1897 M,
ditingkatkanlah status Koto Hilang menjadi Jorong sendiri.
Pada tahun 1907 sejalan dengan perkembangan penduduk ditambah
pengangkatan penghulu baru di masing-masing suku yang berjumlah empat
buah suku.
Pada tahun 1940 karena penghulu sudah banyak yang meninggal dan
yang uzur dilakukanlah pengangkatan penghulu kembali dengan sistem
Pemakaian Adat Patah Tumbuah Hilang Baganti.
Pada tahun 1969 sejalan dengan putaran dunia bahwa ninik mamak
pemangku adat sudah berkurang juga supaya anak kemenakan jangan seperti
ayam kehilangan induk, maka dilakukanlah penggantian Penghulu dengan
memakai adat Mangambang Nan Talipek dan Mambangkik Tareh
Tarandam.32
Begitu juga tahun 2007 atas kesepakatan dapat terlaksana lagi
pengangkatan penghulu sebanyak 24 dengan sistem mambangkik batang
tarandam, mamakai baju nan talipek serta mamakai siba baju, sehingga
sekarang penghulu yang ada di setiap suku adalah;
1. Suku Koto
Suku Koto adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling, suku
ini dipimpin oleh Dt. Bagindo Said sebagai penghulu pucuk di suku Koto
dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu dalam
32 Ibid.
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pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat Penghulu Bua Paruik
kedudukannya dalam sistem adat sebagai pucuk suku dibantu oleh
penghulu-penghulu sebagai berikut
a. Dt. Majo Basa
b. Dt. Maradjo Basa
c. Dt. Bagindo Djobasa
d. Dt. Kondo Maradjo
e. Dt. Bagindo Sati
f. Dt. Radjo Malano
g. Dt. Malano Basa
h. Dt. Malano Garang
i. Dt. Radjo Mangkuto
j. Dt. Mangkuto Dirajo
k. Dt. Mangkuto Lidiradjo
l. Dt. Mangkuto Dilirajo
Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal
pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun
yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan
wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.33
33 Setio, Madjo. Ibid, Hal. 306
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2. Suku Bendang
Suku Bendang adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling,
suku ini dipimpin oleh Dt. Paduko Momin sebagai penghulu pucuk di
suku Bendang dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu
dalam pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat Penghulu Bua Paruik
kedudukannya dalam sistem adat sebagai pucuk suku dibantu oleh
penghulu-penghulu sebagai berikut
a. Dt. Paduko Majolelo
b. Dt. Paduko Majo Kayo
c. Dt. Paduko Radjo
d. Dt. Paduko Maradjo
e. Dt. Paduko Sinaro
f. Dt. Paduko basa
g. Dt. Paduko Sati
h. Dt. Bagindo Radjo
i. Dt. Gindo Simaradjo
j. Dt. Rangkayo Mudo
k. Dt. Sandiko Kayo
l. Dt. Paduko Tuan
m. Dt. Gindo Mulieh Putiah
n. Dt. Gindo Mulieh Kuniang
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Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal
pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun
yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan
wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.34
3. Suku Piliang
Suku Piliang adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling, suku
ini dipimpin oleh Dt. Rangkayo Bongsu sebagai penghulu pucuk di suku
Piliang dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu dalam
pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat Penghulu Bua Paruik
kedudukannya dalam sistem adat sebagai pucuk suku dibantu oleh
penghulu-penghulu sebagai berikut
a. Dt. Marah Bangso
b. Dt. Bangso Kayo
c. Dt. Radjo Mangkuto
d. Dt. Sindo Mangkuto
e. Dt. Paduko Djomangkuto
f. Dt. Maradjo
g. Dt. Penghulu Kayo
h. Dt. Penghulu Mudo
i. Dt. Andomo
34 Setio, Madjo. Ibid, Hal. 306
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j. Dt. Paduko Alam35
Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal
pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun
yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan
wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.
4. Suku Caniago
Suku Caniago adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling,
suku ini dipimpin oleh Dt. Gadang Majolelo sebagai penghulu pucuk di
suku Caniago dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu
dalam pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat Penghulu Bua Paruik




c. Dt. Tandiko Maradjo
d. Dt. Naro Sati
e. Dt. Bagindo Basa
f. Dt. Paduko Kayo
g. Dt. Paduko Malano
Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal
pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun
35 Setio, Madjo. Ibid, Hal. 307
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yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan
wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.
Hak dan kewajiban penghulu adalah :
Seseorang sebagai seorang penghulu tidak hanya dibebani oleh
kewajiban-kewajiban saja, tetapi juga mempunyai hak ditengah-tengah suku
dan nagari sesuai dengan fungsi yang ia sandang seperti berikut
1. Berhak memutuskan sesuatu permasalahan secara tegas dan tepat
2. Berhak memperoleh sawah kagadangan penghulu, karena tugas penghulu
itu cukup sibuk mengurus kaum
3. Menetapkan hak dan kewajiban kemenakan
4. Penghulu pada suku dan nagari mempunya hak untuk mendapatkan hasil
dari ulayat suku dan nagari36
B. Kondisi Geografis dan Demografis
Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
merupakan salah satu desa yang letaknya tidak jauh dari ibukota kecamatan.
Lokasi dari Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah
Datar tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Tanah Datar.
Adapun batas-batas wilayah Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai
Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Marapi
36 Setio, Madjo. Ibid, Hal. 308
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2. Sebelah Timur berbatasan dengan Danciang Batu
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Laweh
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Koto Tuo
Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
dihuni oleh 4 suku yaitu Bendang, Piliang, Koto dan Caniago. Penduduk
Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab berjumlah 843 jiwa, dengan
perincian 406 orang laki-laki dan 437 orang perempuan yang terhimpun
dalam 268 KK. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari
tabel berikut :
TABEL II.1
No Jenis Kelamin Jumlah/ Jiwa Persentase (%)
1 Laki-Laki 406 48%
2 Perempuan 437 52%
Jumlah 843 100%
Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab37
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak jauh berbeda
antara yang laki-laki dan perempuan
37 Sumber Data kenagarian Sungai Tarab, 2018
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Penduduk Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten
Tanah Datar pada umumnya mereka dapat bekerja sama dengan baik,
terutama dalam urusan kemasyarakatan. Berdasarkan data pada tabel tersebut
diatas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa pada tabel
berikut :
TABEL II.2
No Suku Bangsa Jumlah/ Orang Persentase (%)
1 Bendang 186 Jiwa 22%
2 Piliang 271 Jiwa 32%
3 Koto 244 Jiwa 29%
4 Caniago 142 Jiwa 17%
Jumlah 843 100%
Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab38
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Jorong Koto
Hiling Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar terdiri dari suku Bendang
dengan jumlah 186 jiwa dengan persentase (22%), suku Piliang dengan
jumlah 271 jiwa dengan persentase (32%), suku Koto dengan jumlah 244 jiwa
dengan persentase (29%), dan suku Caniago dengan 142 jiwa dengan
persentase (17%). Dalam data tersebut terlihat bahwa suku Piliang memiliki
38 Ibid
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warga paling banyak dengan 271 jiwa dan suku Caniago memiliki warga
paling sedikit dengan 142 jiwa.
C. Kondisi Sosial Budaya dan Adat Istiadat
Bila dilihat dari segi sosial dan budaya, bahwa masyarakat Jorong
Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab adalah masyarakat yang mengambil dan
mengadopsi sistem kekerabaan Matrilineal, yaitu kekerabatan yang
mengambil garis keturunan dari pihak Ibu.
Pola budaya Minangkabau berazazkan kebersamaan, keadilan sosial,
kemakmuran bersama dan semua intisari demokratis telah menjadi landasan
utama dan kehidupan adat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang.
Hal ini dapat kita lihat dari falsafah kehidupan musyawarah-mufakat
yang terbunyi dalam pepatah ;
“Barek samo dipikuah, ringan samo dijinjiang, mandapek samo
balabo, kahilangan samo marugi, hati tungau samo dicacah, hati
gajah samo dilapa, saciok bak ayam sadanciang bak basi,
kahilangan sarangkuah dayuang, kamudiak saantakan galah,
kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun.”39
Ungkapan ini telah mendarah daging bagi kehidupan orang dan
masyarakat Minangkabau
39 Setio, Madjo. Op. Cit
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Kalau dilihat adat Minangkabau itu secara menyeluruh ia merupakan
kebudayaan Minangkabau, dengan demikian pemakai kebudayaan
Minangkabau menyebutkan kebudayaannya dengan adat, sehingga adat
menurut terminologi Minangkabau identik dengan kebudayaan.
Arti adat menurut pandangan masyarakat adalah hukum yang
mengatur tingkah laku manusia daalm perhubungan satu sama lain secara
kelaziman kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.40
D. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian
Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
masyarakatnya memiliki sumber pendapatan yang beraneka ragam, ada yang
bekerja di bidang perkebunan, pertanian, buruh, pedagang, Pegawai Negeri
Sipil (PNS), dan pekerjaan lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel
berikut :
TABEL II.3
No Mata Pencaharian Jumlah Persentase
1 Pertanian 152 Jiwa 18%
2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 187 Jiwa 22%
3 Pedagang 154 Jiwa 18%
4 Buruh 227 Jiwa 27%
5 Pekerjaan Lain 123 Jiwa 15%
40 Setio, Madjo, Ibid. Hal. 82
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Jumlah 843 100%
Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab41
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Masyarakat Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang berprofesi di
bidang pertanian berjumlah 152 jiwa dengan persentase (18%), Pegawai
Negeri Sipil (PNS) berjumlah 187 jiwa dengan persentase (22%), yang
bekerja sebagai Pedagang berjumlah 154 jiwa dengan persentase (18%), yang
bekerja sebagai buruh berjumlah 227 jiwa dengan persentase (27%), dan yang
bekerja di bidang lain seperti pelajar, mahasiswa atau yang masih
pengangguran berjumlah 123 jiwa dengan persentase (15%).
Berdasarkan data yang ditampilkan diatas dapat diketahui bahwa
kebanyakan warga Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten
Tanah Datar berprofesi sebagai buruh, buruh disini seperti menjadi buruh tani,
kebun/hasil kebun, serabutan, dan lain sebagainya. Sementara sebagian kecil
masyarakat yang dikategorikan berprofesi sebagai pekerjaan lainnya adalah
kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa, dan selebihnya adalah yang belum
memiliki pekerjaan/pengangguran.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi
masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah




Dalam bidang pendidikan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel
berikut :
TABEL II.4
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 Tingkat SD 419 50%
2 Tingkat Menengah 162 19%
3 Tingkat Atas 118 14%
4 Perguruan Tinggi 93 11%
5 Belum / Putus Sekolah 51 6%
Jumlah 843 100%
Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab42
Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui data mengungkapkan
bahwa masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten
Tanah Datar yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah berjumlah 419
orang dengan persentase (50%), yang berpendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) adalah berjumlah 162 dengan persentase (19%), yang
berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Aliyah adalah berjumlah 118
42 Ibid
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orang dengan persentase (14%), yang berpendidikan Mahasiswa/Perguruan
Tinggi adalah bejumlah 93 orang dengan persentase (11%), dan yang
belum/putus sekolah adalah berjumlah 51 orang dengan persentase (6%) yang
mana sebagian besar dari jumlah ini adalah anak-anak yang belum sekolah,
adapun yang putus sekolah hanya sebagian kecil saja dikarenakan
keterbatasan biaya orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Dari data tabel
tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Jorong Koto
Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar berpendidikan tingak
Sekolah Dasar (SD) dengan persentase mencapai 50%. Dari persentase
teersebut dapat kita lihat bahwa tingkat kepedulian orang tua terhadap
pendidikan anaknya masih lumayan rendah
Di samping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua
terhadap pendidikan putra-putri mereka merupakan salah satu indikasi yang
mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat.
Sementara, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat
dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan.
Selanjutnya, sangat diperlukan dan didukung oleh sistem pendidikan yang
baku dan bagus yang dapat menciptakan Sumber Daya Insani (SDI) atau
masyarakat yang ahli dalam bidangnya juga memiliki jepribadian yang khas
tentunya Islam. Untuk lembaga pendidikan nya sendiri terdapat dua lembaga
pendidikan, yakni 1 buah SD dan 1 buah TK.
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F. Kondisi Keagamaan
Pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup tinggi, di Jorong
Koto Hiling terdapat masjid dan mushalla sebagai pusat ibadat dan kegiatan
lainya, disamping itu ada kelompok-kelompok Majelis Ta’lim yang
mengadakan kajian tentang Islam. Pengkajian Islam secara konferhensif
diadakan dialog Islam untuk membuka cakrawala berfikir yang selama ini
tertutup dan dan membenarkan pendapatnya sendiri dan taqlid secara
membabi buta, tetapi suasana kehidupan dalam menjalankan sari’at agama
cukup berjalan dengan baik. Tak ada keributan karena masalah perbedaan
menjalankan syari’at agama. Selain itu di Jorong Koto Hiling masyarakatnya
100% menganut agama Islam.
Selain kegiatan pengajian yang diadakan oleh kelompok Majelis
Ta’lim, di Masjid juga sering diadakan kegiatan seperti yasinan mingguan di
masjid dan terkadang juga diadakan dirumah salah seorang anggota kajian,
dan juga mengadakan didikan shubuh setiap minggu pagi bagi anak-anak
setempat.43
TABELII.5
No Sarana Ibadah Jumlah/Unit
1 Masjid 1
2 Mushala/ Surau 3
43 Katik Sampono Katik (Alim Ulama), Wawancara, 21 November 2018
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Jumlah 4
Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab44
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa di Jorong Koto Hiling
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sarana dan prasarana untuk
ibadah sudah lumayan mencukupi yang mana terdapat 1 (satu) buah Masjid
dan 3 (tiga) buah Mushala/ Surau. Adapun untuk kegiatan mengaji (TPA/
TPSA) dilaksanakan di masjid dan di salah satu Mushala/ Surau, jadi bagi




TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMAH DAN ‘URF
A. Walimah
1. Pengertian Walimah
Walimah ( ُھ ٌَمِیلٌَوَلا) artinya Al-Jam’u = Kumpul, sebab antara suami
dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.
Walimah ( ُھ ٌَمِیلٌَوَلا) berasal dari kata Arab :  َِملَو ٌَلا artinya makanan
pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam
acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu
undangan atau lainnya.45
Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang
secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak
digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama
menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap
kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk
kesempatan perkawinan lebih banyak.46
Jadi walimah itu adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh
orang yang baru menikah dengan mengundang karib kerabat dan teman-
45 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 131
46 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
hal.155
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teman yang di dalamnya disediakan jamuan makan dan berbagai hiburan
lainnya.
Walimah itu diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau
setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat
setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW. mengundang
sahabat-sahabat-Nya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan
Zainab setelah beliau mencampurinya.47
Yang terpenting dari tujuan walimah  (pesta pernikahan) adalah
pengumuman atas adanya (telah berlangsungnya) sebuah perkawinan dan
mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, sekaligus untuk
memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka.
Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat
menambah kelembutan serta kemesraan. Dengan demikian, selayaknya
agar tidak terlambat menghadiri undangan walimah.
Di dalam melaksanakan resepsi pernikahan tidaklah harus dengan
bermewah-mewahan, akan tetapi cukup dengan menghidangkan makanan
semampunya, sekalipun tidak terdapat makanan berupa daging atau roti.
Karena, pada saat Rasulullah Muhammad SAW. mengadakan resepsi
perkawinannya dengan Siti Shafiah, hidangan yang disediakan pada acara
47 Al Hamdani, Risalah Nikah ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Hal. 65
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walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak samin, dan para
sahabat pun merasa puas (kenyang) dengannya.48
2. Dasar Hukum Walimah
Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah.
Hal ini dipahami dari sabda nabi yang berasal dari Anas ibn Malik
menurut penukilah muttafaq ‘alaih49 :
 اَم :َلَاَقف ٍةَرْفُص ََرَثا ٍفْوَع ِنْب ِنمْح َّرلا ِدْبَع َىلَع َىأَر ص َِّيبَّنلا ََّنا ٍِكلاَم ِنْب َِسَنا ْنَع
:َلَاق .ٍَبھَذ ْنِم ٍةاََون ِنْزَو َىلَع ًَةأَرْما ُتْج َّوََزت ّىِنا ِالله َلْوُسَر َای :َلَاق ؟اَذھ ُالله َكَرَاَبف
ملسم .ٍةاَِشب َْول َو ِْملَْوا ََكل
Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat
bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau
bertanya, ‚Apa ini?‛ Jawabnya, ‚sesungguhnya, saya wahai
Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan
maskawinnya sebesar biji korma emas‛. Jawab Rasulullah,
‚Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah
kendurinya walau dengan seekor kambing‛. (H.R. Bukhori dan
Muslim)50.
Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak
mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama
karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan
tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan
Walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan dengan
sedikit perubahan  dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.51
48 Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Kado Perkawinan, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Cet. 30,
Hal. 236
49 Amir Syarifuddin, Op.Cit. Hal. 156
50 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5, (Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994), Hal. 75.
51 Amir Syarifuddin, Loc.Cit. Hal. 156
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Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zhahiriyah
yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang
melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-urs, baik
secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan
ekonominya yang mengadakan perkawinan.52
Walimah ini oleh sebagian ulama dikatakan wajib hukumnya,
sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu
hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam
sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat
hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian,
walimah ini sebenarnya jug berperan sebagai upaya untuk menghindarkan
diri dari berbagai prasangka yang salah tentang hubungan kedua insan
yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan.
Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu
setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan
utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan
tetangganya.53
Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam
munakahat. Rasulullah SAW. melaksanakan walimah untuk dirinya dan
52 Ibn Hajar, Bulughul Maram, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan
Pustaka, 2010), 427.
53 Musthafa Kamal et all, Fikih Islam, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002), 266.
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memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah
walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing.
 مل وا ام ھئاسن نم ءيش يلع ملسو ھیلع الله يلص الله لوسر ملوا ام :لاق سنا نع
                                                                                      ( ملسمو  يراخب هاور) ةاشب ملوا بنیز يلع
Artinya: “Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan
walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk
Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing"
(HR Bukhari dan Muslim)”.54
Sedangkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik diceritakan
bahwa Nabi SAW. pernah menginap di tempat antara Khaibar dan
Madinah selama tiga malam untuk menyelenggarakan pernikahan dengan
Shafiyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk
menghadiri walimah beliau. Disana tidak terdapat roti dan daging, yang
ada hanyalah perintah untuk menghamparkan lembaran (kulit) yang
diletakkan diatasnya kurma, keju dan minyak samin. Sehingga hidangan
hidangan itu merupakan walimahnya. Kaum Muslimin berkata, “Ia
menjadi salah seorang Ummul Mukminin atau merupakan budak yang
dimiliki beliau.” Lebih lanjut mereka berkata “Jika Nabi memberinya
hijab, maka ia termasuk Ummul Mukminin dan jika beliau tidak
memberinya hijab, maka ia termasuk salah seorang budak yang beliau
54 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.
1. hlm. 915.
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miliki”. Ketika beliau berangkat, beliau berjalan dibelakangnya dan
memasangkan hijab padanya dari pandangan oang-orang.”
3. Waktu dan Bentuk Pelaksanaan Walimah
a. Waktu Walimah
Walimah itu diadakan  pada waktu akad atau sesudahnya atau
setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat
setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW. mengundang
sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan
Zainab setelah beliau mencampurinya.55
Dalam kitab Fathul Baari disebutkan, para ulama salaf berbeda
pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat
diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal
tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan,
“Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa
yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan
diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan di
rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa
disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat,
disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur). Dan yang
55 Al Hamdani, Risalah Nikah, Loc. Cit. Hal. 65
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dinukilkan dari praktek Rasulullah SAW. adalah setelah dukhul.56 As-
Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW.
bahwasannya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di
dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari dan
lainnya menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan
setelah persenggamaan, seperti pada hadits berikut ;
 َحَبْصَأ َسْوُرُعا ْيَزِب َبَن,اَعَدَف َمْوَقلا
Artinya: “Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas belau
mengundang orang-orang.”57
Inilah pendapat yang mu’tamad dikalangan Malikiah. Ulama
Hanabilah berkata: walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad
nikah. Mengadakan walimah telah menjadi adat-istiadat yang dilakukan
sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-istri.58
Ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan
dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai.
Alasan mereka adalah riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah
mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur
dengan Zainab. Ulama madzhab Hanbali menyatakan bahwa waktu
pelaksanaan walimah tersebut disunnahkan setelah akad nikah
56 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar : 2001), Cet. V, Hal. 132
57 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa-Adillatuhu, (Jakarta: Gama Insani DarulFikir. 2011),
jld. 9. hlm. 121.
58 Ibid, hlm. 121
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berlangsung. Sedangkan menurut ulama Hanafi tidak menentukan waktu
yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan
setempat.59
Sedangkan melakukan nutsar60 dimakruhkan menurut ulama
Syafi’iyyah dan Malikiyyah. Karena mengumpulkannya merupakan hal
yang hina dan bodoh, sebab itu diambil oleh sebagian orang dan dibiarkan
oleh sebagian yang lain. Sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hal
itu.61
Dari beberapa pendapat ulama Fiqh, waktu pelaksanaan walimah
disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari
perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan kepada kebiasaan atau
tradisi suatu daerah.
b. Bentuk Pelaksanaan Walimah
Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan
untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum
atau bentuk maksimumdari walimah itu, dengan sesuai dengan sabda-
sabda Rasulullah SAW. di atas.
Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan
kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan
59 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1918
60 Sesuatu yang dihamburkan dalam acara perkawinan dan lainnya, berupa gula, buah-buahan
dan jus.
61 Op. Cit. Wahbah Az-Zuhaili, Hal. 121
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catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan,
kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan
membanggakan diri.
4. Hukum Menghadiri Walimah
Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan
menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang
walimah wajib mendatanginya.
Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila :
a. Tidak ada udzur Syar’i
b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan
mungkar
c. Tidak membedakan si kaya dan miskin.
Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undnagan
adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulam yang mengatakan sunnah,
akan tetapi pendaapt pertama lah yang lebih jelas. Adapun hukum
mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah
sunnah mu’akkad. Sebagian golongan Syafi’i berpendapat wajib. Akan
tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur Sahabat
dan Tabi’in, karena hadits-hadits memberikan pengertian tentang
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wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun
walinya.62
Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada
dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya
mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan
walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada
suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai
sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadits muttafaq ‘alaih :
 ىَیْحَی اَنَث َّدَح َلاَق :َلاَق ،َرَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍِعفاَن ْنَع ،ٍِكلاَم ىَلَع ُتْأَرَق :َلاَق ىَیْحَی ُنْب
:َمَّلَسَو ِھْیَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَراَھِْتأَیْلَف ِةَمِیلَوْلا ىَِلإ ْمُكُدََحأ َيِعُد اَِذإ «ملسم هور
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata,
“Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia
berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di
antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah
ia menghadirinya”. (HR. Muslim)63
Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan
walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu
dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak
berpuasa ia wajib makan dalam walimah itu, walau dia hanya sekedar
memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah
tersebut.
62 Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit. Hal. 135
63 Imam Muslim, Shohih Muslim, (Beirut-Libanon: Darul Ma’rifah, 2007 M/1428H), Juz. IX,
hlm. 234.
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Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur
ulama dan Zhahiriyah di atas bila undangan itu ditujukan kepada orang
tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila
undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui
pemberitaan media massa, yang ditujukan untuk siapa saja, maka
hukumnya tidak wajib.64
Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, bahkan atas
orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan
makanannya. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan
Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a :
 َيِضَر َةَرٌیَرُھ ِيَبأ ٌنَعَو : َمّلَس َو ِھٌیَلَع ُّالله ىّلَص  ِّالله ُلٌوُسَر َلاَق : لاَق ُھٌنَع ُالله اَِذإ
 ٍماَعَط َىِلإ ْمُكُدََحأ َيِعُد َناَك ِْنإَف ،ْبِجُیْلَف ِلَصُیْلَف اًمِئاَص ّ َناَك ِْنإَو ، ْمَعْطَیْلَف اًرِطْفُم
Artinya : “Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka
penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka
makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka
hendaklah ia mendo’akan (orang yang mengundangnya).”65
Halangan-halangan : para ulama Syafi’iyyah berkata, jika
seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat
kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras, jika ia
mampu menghilangkan itu semua maka ia wajib hadir, karena menghadiri
undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika
64 Amir Syarifuddin, Op.Cit. Hal. 158
65 Abdullah bin Aabdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), Hal. 497
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ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaklah ia tidak
menghadirinya.66
Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan
orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya,
menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya.
Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak banyak dan
sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. Menurut
kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah
sekalipun orang tersebut puasa sunnah. Karena hal itu dapat membuat
gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan
undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika
memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang
yang paling dahulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga
terdekat, dan tetangga, serta diundi.67
Ulama Malikiyyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib
atas orang yang diundang secara khusus, jika dalam majelis tersebut tidak
orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama,
seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau juga tidak ada orang
yang menyakitinya. Atau di dalam majelis ada kemungkaran, seperti
duduk beralaskan sutera, wadah tersebut terbuat dari emas dan perak yang
66 Wahbah Az-Zuhaili. Op. Cit, Hal. 122
67 Ibid. Hal. 122
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digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan semisalnya.
Atau di dalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta
alat-alat musik selain rebana, seruling dan terompet.68
5. Tujuan dan Hikmah Walimah
Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlajh besar,
dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan
kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi
dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi
antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak
membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar
dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat
tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikam walimah adalah agar
terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa
gembira yanhg dihalalkan oleh Allah SWT. dalam menikmati kebaikan.
Karena perkawinan merupakan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan
agar dapat diketahui oleh orang banyak.69
Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai
beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:
1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
68 Ibid. Hal. 122
69 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib), (Bandung : PT Al-Ma’arif), Hal. 177
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3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah
resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap
perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai
Dengan adanya walimah kita dapat melaksanakan perintah
Rasulullah SAW., yang menganjurkan kaum muslimin untuk
melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor
kambing.70
Adapun Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah
dalam rangka mengumukan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah
sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan
di kemudian hari. Ulama Malikiyyah dalam tujuan untuk
memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah
dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Adanya
perintah Nabi SAW., baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan
walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk
menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.71
70 Tihami dan Sohrani, Op.Cit. Hal. 151




“Urf” artinya menurut bahasa adalah “adat”. “kebiasaan”, “satu
kebiasaan yang terus menerus.
“Urf” yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqih adalah:
 َرَرَكُمْلا ِر ْوُم ُءْلاا َنِم ْمِھٌِسُفن يف ٌِرَقتَْسیَو ْمِِھَتلاَم اَعُم ِيف ُْمھْنِم ُةِئفَْوا ٌساَّنَلا ُهُدَاتِْعا اَم ِة
 ِةَمِْیل َّسلا ِعَْبط َدْنِع َِةل ُْوبْقُملا
“ Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian
mereka dalam hal muammalat dan telah melihat dalam diri-diri mereka
dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang
sehat.”72
Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh
masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima
keberadaannya di tengah-tengah ummat.73
2. Pembagian Urf
Ditinjau dari jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: al-‘urf al-
amm dan al-urf al-khashsh
a. Al-Urf al-Amm
Yaitu kebiasaan yag bersifat umum dan berlaku bagi sebagian
besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya,
membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian
jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak
72 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 165
73 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71
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tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa menggunakan
tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa
membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan. Kecuali hanya
membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.
b. Al-‘Urf al-Khashsh
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu
masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan
masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk
menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga
kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat
bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang
saksi.
Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-urf dapat pula
dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.
a. Urf ash-Shahih (‘Urf yang Absah)
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak
bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain,
‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal,
atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.
Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah
(hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan,
tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan
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dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang
membatalkan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang
diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat
jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga,
dalam jual beli dengan cara pemesanan inden, pihak pihak
pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang
dipesannya.
b. ‘Urf al-Fasid (‘Urf yang rusak/salah)
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan
ketentuan dalil-dalil syara’. Sebaliknya ‘Urf ash-shahih, maka adat
kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang
haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan
berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam
acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat
yang mengharamkan perkawinan antara lak-laki dan wanita yang
bukan mahram, hanya keduanya berasal dari satu komunitas yang
sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena
keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara).
Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya
pemahaman terhadap hukum Islam pada komunitas masyarakat
tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah
mereka tinggalkan.
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Para ulama sepakat, bahwa ‘urf al-fasid tidak dapat menjadi
landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh
karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan
pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan
dengan cara yang ma’ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan
yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan
menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan
syariat Islam. Karena ‘urf al-fasid bertentangan dengan ajaran
Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan ‘urf al-
fasid.74
3. Kedudukan al-‘Urf sebagai Dalil Syara’
Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf ash-sahih
sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat
perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.
Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah, dan Malikiyyah adalah yang paling
banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama
Syafi’iyyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’,
didasarkan atas argument argument di dalam surah al-Araf ayat (7) : 199:
             ٧٥
74 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 210-211
75 Departemen Agama RI, Op. cit, hal. 176
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Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk
mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut ma’ruf itu sendiri
ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan
berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar,
dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.76
Imam al-Sarkhasyi dari madzhab Hanafi di dalam kitabnya, al-
Mabsuth, menyebutkan:
“Sesungguhnya yang ditetapkan ‘urf, seperti yang ditetapkan dalil
nash”.
Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh ‘adat kebiasaan
adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash di dalam
masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk penyelesaiannya.77
4. Syarat Penggunaan ‘Adat Kebiasaan
Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf
yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:
1) ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan
dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan
di satu negri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri
76 Ibid.,hal, 212
77 A. Djazuli, Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2000), hal. 187
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atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti
ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik
harta itu sendiri.
2) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi
kebiasaan mayoritas penduduk negri itu.
3) ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan
dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan
hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu
itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada
persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf
itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu,
bukan karena pengertian ulama yang menjadi populer kemudian
setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan
kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad
telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku
umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan ‘urf.
Misalnya, adat yang berlaku disuatu masyarakat, isteri belom boleh
dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum
melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah
sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah
tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam
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masalah ini, dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang
berlaku78
5. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan ‘Urf
Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, ‘urf
dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai
konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti
perubahan urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah menyebutkan:
 ِتأِْیبلاَو ِص َاخشلأاو ِلاوحلأاو َِةنِكَْملأاَو َِةنِمَْزلأا ِرُّیََغِتب ُرَّیََغَتی ُمْكُحْلا
Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu,
tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan
Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam,
untuk mengkukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam
tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama
saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kakud, jumud, dan tidak
dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Akibatnya, umat Islam
akan hidup dalam kehidupan serba gamang dan canggung menghadapi
perubahan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus bergerak
maju.
78 Satria Effendi, M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.156-157
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Untuk lebih jelas, akan diberi contoh tentang terjadinya perubahan
hukum karena sejalan dengan perubahan tempat dan waktu atau tempat
keadaan terjadinya perubahan pada ‘urf dan adat kebiasaan masyarakat.
Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima
upah sebagai guru yang mengajarkan al-Qur’an dan sahalat,puasa dan haji.
Demikian juga tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan
muadzin. Sebab kesejahteraan mereka sudah ditanggung oleh bait al-amal.
Akan tetapi, karena perubahan zaman, dimana bait al-amal tidak lagi
mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan
menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Kedua, Rasulullah SAW tidak melarang para pemudi turut
melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Demikian juga pada mas-masa
sesudah beliau, karena para pemudi menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak
masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan, sejalan dengan
merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para
pemudi untuk shalat berjamaah di masjid79
79 Abd. Rahman Dahlan ,Op. cit, hal. 215-216
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti 
menarik kesimpulan sebagai berikut; 
1. Tradisi manjapuik marapulai di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai 
Tarab Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan 
sesudah akad nikah yang pelaksanaannya bisa langsung sesudah akad nikah 
atau beberapa hari sesudah akad nikah tepat sehari sebelum walimah sesuai 
dengan kesepakatan kedua keluarga. Tradisi ini wajib hukumnya di 
Minangkabau karena jika tradisi ini belum diselenggarakan maka kedua 
mempelai belum diperbolehkan tinggal serumah dan belum timbul hak dan 
kewajiban suami istri diantara keduanya meskipun secara hukum Islam 
mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri dan sudah timbul hak dan 
kewajiban diantara suami istri, yang apabila tradisi ini dilanggar maka 
mempelai pria akan dianggap sebagai tamu tak diundang di dalam keluarga 
pihak perempuan. 
2. Acara manjapuik marapulai merupakan proses upacara perikahan yang 
terakhir namun sangat penting. Disinilah mempelai pria akan mendapatkan 
pengakuan serta penghargaan sebagai mamak rumah, mamak bagi 




keponakan tersebut. Wujud penghargaan tersebut yaitu dengan memberi 
gelar kepada si marapulai. 
3. Ditinjau menurut hukum Islam tentang tradisi manjapuik marapulai ini 
bahwa setelah kedua mempelai melangsungkan akad nikah dan sah 
menjadi suami istri maka tidak ada larangan bagi mereka untuk tinggal 
serumah dan sudah timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Dilihat 
dari segi tujuannya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘Urf al-Shahih 
karena tujuan dari tradisi ini baik, yaitu untuk menunjukkan bahwa laki-
laki Minang itu sangat dihargai. Namun kalau dilihat dari segi sanksinya, 
maka sanksi yang diterapkan dari tidak terlaksananya tradisi ini dapat 
dikategorikan sebagai ‘Urf al-Fasid karena dalam Islam tidak ada larangan 
bagi suami istri untuk tinggal serumah karena sudah sah menjadi suami 
istri meskipun belum dijemput. Maka dari hasil penelitian ini peneliti 
menyimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan dari tidak terselenggaranya 
tradisi manjapuik marapulai ini tidak sesuai dengan hukum Islam. 
B. Saran 
Setelah melihat, mengamati dan mencermati pelaksanaan tradisi 
Manjapuik Marapulai ini, penulis dengan sangat terbuka memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Kepada ninik mamak sebagai pemuka adat di Jorong Koto Hiling kiranya 
dapat lebih melihat kepada konteks hukum Islam dalam berbagai 




2. Kepada alim ulama sebagai tokoh agama di dalam masyarakat agar lebih 
mendahulukan Nash dalam memutuskan suatu masalah (membuat atauran) 
dibandingkan adat istiadat. 
3. Pihak pembaca dan akademisi agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan atau referensi dalam pengembangan keilmuan, terutama untuk 
penelitian dimasa yang akan datang. 
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